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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Korban pelecehan seksual secara verbal perlu mendapatkan perlindungan 

hukum karena mereka mengalami kerugian yang mendalam dan secara 

berulang-ulang. Tanpa adanya payung hukum yang jelas dan penegakan 

yang tegas, korban cenderung menghadapi kesengsaraan dan perlakuan 

kurang baik yang tiada henti. Dengan tetap menjaga kerahasiaan korban 

dalam mengungkapkan informasi sensitif bukan hanya bentuk kepatuhan 

terhadap undang-undang, tetapi juga implementasi langsung dari hak 

privasi yang harus dihormati dan dijaga demi kepercayaan publik terhadap 

lembaga. 

Alasan utama mengapa perlindungan hukum sangat krusial adalah karena 

tindakan ini sering kali dinormalisasi dalam masyarakat membuat korban 

merasa sendirian dan enggan untuk berbicara. Selain itu, pelecehan verbal 

dapat menjadi gerbang awal menuju bentuk kekerasan seksual yang lebih 

parah, Tanpa intervensi hukum, pelaku merasa bahwa ada kebebasan 

dalam melakukan aksinya, sementara korban terjebak dalam lingkaran 

ketidakberdayaan. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk 

menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan keadilan, pemulihan, 
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dan pencegahan agar korban tidak lagi menjadi objek perilaku merugikan 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dengan kerendahan hati dan 

keterbatasan penulis memberikan saran: 

Korban pelecehan seksual secara verbal seringkali menghadapi ancaman 

dan tekanan untuk tidak melaporkan perkara yang dialaminya, oleh karena 

itu pendampingan yang penuh dari lembaga dan instansi berwenang 

dibidang hukum sangat penting agar korban memiliki keberanian untuk 

mengambil tindakan hukum. Pendampingan ini harus mencakup dukungan 

psikologis untuk memulihkan trauma yang dialami, bantuan hukum untuk 

memahami proses pelaporan dan hak-hak korban,  

Lembaga dan instansi yang berwenang dibidang hukum tersebut juga perlu 

memperkuat sosialisasi, untuk instansi Kepolisian perlu sosialisasi dengan 

masyarakat agar mendorong korban pelecehan seksual secara verbal  untuk 

berani melapor, sehingga korban akan tahu bahwa apa yang menimpa 

mereka adalah kejahatan dan ada jalur hukum yang bisa ditempuh. 

Sedangkan untuk lembaga, dalam hal ini LPSK perlu mengedukasi 

masyarakat luas, terutama saksi dan korban, mengenai jaminan 

kerahasiaan data yang mereka berikan. Sosialisasi ini dapat dilakukan 

melalui media massa, platform digital, atau kemitraan dengan organisasi 

masyarakat sipil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jaminan 

kerahasiaan, diharapkan akan meningkatkan keberanian masyarakat untuk 
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melaporkan kasus dan mencari perlindungan, khususnya perlindungan 

hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal. 

Dengan adanya pendampingan dari lembaga atau instansi tersebut, korban 

akan merasa lebih aman dan didukung, sehingga dapat mengatasi rasa 

takut dan stigma yang sering menyertai kasus pelecehan. Hal ini juga akan 

memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, serta 

memutus siklus kebebasan dalam melakukan  aksi pelaku. Memberikan 

wadah aman bagi korban untuk bercerita dan melapor adalah langkah awal 

yang dasar dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil 

bagi semua. 
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Gambar 1 : Wawancara dengan Ibu IPDA Apri Sawitri, S.H. selaku Kanit PPA Reskrim Polresta 

Yogyakarta 

 

Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Yulisa Maharani, S.H., M.H. selaku Tenaga Ahli PPID LPSK 

Pusat Jakarta. 
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Gambar 3 : Wawancara dengan Korban MNP 

 

Gambar 4 : Wawancara dengan Korban YTY 

 

 

Gambar 5 : Wawancara dengan Korban CS 
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